BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 14 TAHUN 2015
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 240 ayat (2),

o 1.

Pasal 241 ayat (1) dan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015, bahwa Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah dan
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD
bersama dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan

bersama ;

. Bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) merupakan perwujudan dari Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan dalam
kedalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016 serta
Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama
antara Pemerintah Daerah dengan DPRD ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah
Kabupaten Probolinggo tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ;



10.

-2.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 ;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851) ;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355) ;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421) ;

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) ;
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;

Peraturan Pemerintah 05 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5694) ;
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Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 81) ;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 136) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah = sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Operasional ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 ;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi

atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau ;
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Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Probolinggo  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Probolinggo
Tahun 2004 Nomor 07) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04
Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo
Tahun 2007 Nomor 02) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf
Ahli Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2007 Nomor 01) ;

Peraturan  Daerah  Kabupaten  Probolinggo @ Nomor 08
Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo
(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2007
Nomor 02) ;

Peraturan  Daerah  Kabupaten  Probolinggo @ Nomor 09
Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Kabupaten  Probolinggo  (Lembaran  Daerah = Kabupaten
Probolinggo Tahun 2007 Nomor 03) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06
Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo
Tahun 2007 Nomor 02) ;

Peraturan Daerah  Kabupaten  Probolinggo Nomor 10
Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2007 Nomor 04) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten
Probolinggo  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Probolinggo
Tahun 2007 Nomor 05) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 Tahun 2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten  Probolinggo (Lembaran  Daerah  Kabupaten

Probolinggo Tahun 2007 Nomor 06) ;
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Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten  Probolinggo (Lembaran  Daerah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2007 Nomor 07) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 15 Tahun 2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
Tongas Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2007 Nomor 09) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 16 Tahun 2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten
Probolinggo  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Probolinggo
Tahun 2007 Nomor 10) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 17 Tahun 2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten
Probolinggo  (Lembaran Daerah  Kabupaten  Probolinggo
Tahun 2007 Nomor 11) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo 08 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 07) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 05) ;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2009
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Probolinggo
(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2009
Nomor 02) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2009
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2009 Nomor 03) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo
Nomor 05 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo
Tahun 2013 Nomor 06) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah

Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 Nomor 01) ;
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Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo
Tahun 2010 Nomor 01) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2010
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 Nomor 02) ;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 Tahun 2010
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan
Kabupaten  Probolinggo (Lembaran  Daerah  Kabupaten
Probolinggo Tahun 2010 Nomor 01) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2011 Nomor 01) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo
Tahun 2011 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 Nomor 01) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 03) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2012
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Probolinggo
pada PT. Bank Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2012 Nomor 04) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2012
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Probolinggo
pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Nomor 05) ;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012
Nomor 01) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah

Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 Nomor 01) ;
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68. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013
Nomor 07) ;

69. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 Nomor 01) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Probolinggo Nomor 11 Tahun 2015 ;

70. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 Tahun 2013
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan
Daerah Rengganis Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 Nomor 02) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo
Nomor 12 Tahun 2015 ;

71. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2015
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2018.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan
BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA  DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO  TAHUN
ANGGARAN 2016.
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun

Anggaran 2016 sebagai berikut :
a. Pendapatan Daerah Rp. 2.048.541.943.746,00

b.

(1)

(2)

(3)

(4)

Belanja Daerah Rp. 2.116.897.445.652,00
Defisit (Rp. 68.355.501.906,00)
Pembiayaan Daerah
1) Penerimaan Rp 102.055.501.906,00
2) Pengeluaran Rp 33.700.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp. 68.355.501.906,00
Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 201.794.363.664,00
Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.201.904.466.500,0

. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

sejumlah Rp. 644.843.113.582,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis pendapatan :

a.
b.

C.

Pajak Daerah sejumlah Rp 34.323.000.000,00
Retribusi Daerah sejumlah Rp 20.272.530.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Sejumlah Rp. 5.380.843.664,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

sejumlah Rp 141.817.990.000,00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis pendapatan :

a.

b.

C.

Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak

Sejumlah Rp 105.864.069.500,00
Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 977.570.137.000,00
Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 118.470.260.000,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a.
b.

C.

Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 7.755.536.700,00
Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00
Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah

daerah lainnya sejumlah Rp. 92.192.267.882,00
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d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
sejumlah Rp. 482.014.936.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi sejumlah Rp. 62.880.373.000,00

Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.261.750.868.612,00
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 855.146.577.040,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 881.768.435.962,00
b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,00
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0,00
d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 33.462.800.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 11.436.900.000,00
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 5.459.553.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

sejumlah Rp. 322.123.179.650,00
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 7.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 48.236.102.500,00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 394.549.656.428,00

c. Belanja modal sejumlah Rp. 367.963.366.269,00
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. 102.055.501.906,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 33.700.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)

sejumlah Rp. 97.714.556.906,00
b. Transfer dari Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00
c. Penerimaan dari Obligasi sejumlah Rp. 0,00

d. Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan
sejumlah Rp. 0,00
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e. Hasil Pengembalian Pinjaman/Modal kepada Pihak Ketiga
sejumlah Rp. 4.700.000.000,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan :
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 25.000.000.000,00
b. Penyertaan Modal sejumlah Rp. 4.700.000.000,00
c. Pemberian Utang Pokok yang jatuh tempo

sejumlah Rp. 0,00
d. Pemberian Pinjaman/Modal kepada Pihak Ketiga

sejumlah Rp. 4.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Probolinggo Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini, terdiri dari :
1. Lampiran I Ringkasan APBD ;
2. Lampiran II  Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi ;
3. Lampiran lI Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV  Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V  Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
Lampiran VI  Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
Lampiran VII Daftar Piutang Daerah ;

Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ;

© N o

Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah ;

10. Lampiran X  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya ;

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang
Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun
Anggaran Ini ;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
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Pasal 6
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.
Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal
BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE



